W

B

wNasionai

AT
£olginhzk
IE

<\ .'.unvr"‘“.‘,‘;éif

)

Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Secara Terpadu 2017

ANA IMBAL JASA LINGKUNGAN MENDUKUNG PENGELOLAAN
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Abstract

Aedium Term Development Plan (NMTDP) 2015-2019 states that the Musi watershed
‘iority watersheds to be restored. Given the coverage of the Musi watershed covering
outh Sumatra, Bengkulu and Jambi), 14 districts and 4 municipalities, the utilization
ant of the Musi watershed require synergy between stakeholders, including local
"his study aims to explore the potential of payments of environmental services of Musi
ng case study approach and data analysis generally refers to an institutional
nalysis developed by Ostrom (2008). The payments of environmental services by
eneficiaries can make conservation activities become more attractive option for
n upstream Musi watershed, even encouraging them to adopt this mechanism.
environmental services should be clear, more than an additional benefit to
agarding alternative land use. Although the reward of environmental services is not
fically to improve the welfare of the community but in the implementation of this
1 play a role in improving the welfare of the community in the upper Musi watershed.
nvironmental services approach to communities that maintain and manage upstream
1 play a role in improving community welfare.

servation, downstream, partnership, upstream

selain DAS Asahan Toba, Siak, Way
Sekampung, dan DAS Way Seputih. Selain
dinyatakan dalam RPJMN, penetapan DAS
Musi sebagai DAS prioritas juga terdapat
dalam SK Menhut No SK.328/Menhut-
11/2009. SK tersebut mencantumkan bahwa
DAS Musi dengan luas sekitar 8,6 juta hektar

JLUAN

AS Musi meliputi 4 Provinsi di
ra, yaitu Provinsi Sumatera
jkulu, Jambi dan Provinsi
ilayah DAS Musi di Provinsi
itan meliputi 4 kota dan 10

Provinsi Bengkulu meliputi 2
i Provinsi Jambi meliputi 3
langkan di Provinsi Lampung
upaten [1].

merupakan salah satu DAS
atau DAS  kritis yang
an adanya degradasi DAS.
bangunan Jangka Menengah
JMN) tahun 2015 - 2019
ihwa terdapat 15 DAS prioritas
an dalam jang ka waktu tahun
019 di Pulau Jawa, Sumatera,
ra Barat, Kalimantan, dan
5 Musi merupakan salah satu
yang berada di Pulau Sumatera

merupakan salah satu dari 108 DAS di
Indonesia yang ditetapkan sebagai DAS
prioritas karena kondisinya yang kritis.
Kekritisan DAS Musi diindikasikan dari luas
lahan kritis dengan kategori agak kritis hingga
sangat kritis yang mencapai 1,7 juta hektar
[1].

Degradasi DAS Musi terutama disebabkan
olen tekanan yang cenderung bersifat
antropogenik [1]. Data Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016
menunjukkan bahwa jumlah  penduduk
Sumatera Selatan yang meningkat dari
7.481.604 jiwa pada tahun 2010 menjadi
8.058.345 jiwa pada tahun 2015 (meningkat
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ementara jumlah penduduk di
)i pada tahun 2012 adalah
1 sedangkan pada tahun 2015
luk meningkat 2,29% menjadi
a [3]. Jumlah penduduk di
kulu pada tahun 2016 adalah
meingkat  1,59%  apabila
jumlah penduduk pada tahun
pun jumlah penduduk Provinsi
| tahun 2016 adalah 8.205.141
08% dari tahun 2015) [5].
ya dengan DAS Musi, jumlah
| terus meningkat dari waktu ke
tuhkan dukungan sumberdaya
AS, terutama air maupun lahan
ingkat dari waktu ke waktu.
asis sumberdaya alam menjadi
na perekonomian di 4 Provinsi
¢ dalam wilayah DAS Musi.
Pendapatan Regional Bruto
B), perekonomian  Provinsi
an ditopang oleh 3 sektor yaitu
sangan dan Penggalian, Sektor
hutanan dan Perikanan, dan
lustri Pengolahan [2].
Provinsi Jambi ditopang oleh
bangan dan Penggalian dan
an, Kehutanan dan Perikanan
wra untuk Provinsi Bengkulu,
an, Kehutanan dan Perikanan
ontributor utama bagi
[4]. Sektor  Pertanian,
n Perikanan masih menjadi
ima perekonomian Provinsi
yan  kontribusi dalam PDRB
sar 33% selama tahun 2013
diikuti oleh Sektor Industri
in Sektor Perdagangan Besar
Reparasi Mobil dan Sepeda
Besarnya ketergantungan
1si di wilayah DAS Musi pada
)asis sumberdaya alam
dalam memberikan tekanan
3l
sebagai DAS prioritas dengan
melintasi batas adminstrasi
nemerlukan rehabilitasi dengan

upaya pengelolaan terpadu.  Pengelolaan
terpadu dalam suatu kesatuan bentang lahan
DAS harus dilakukan agar pemulihan
ekosistem DAS dapat berjalan dengan baik
dan kelestarian DAS dapat tercapai.

DAS merupakan suatu sistem kompleks
yang terdiri dari komponen, alam biotik,
abiotik dan manusia sebagai pengelola. Baik
komponen biotik dan abiotik berinteraksi
Setiap sistem dan sub-sub sistem di dalamnya
saling berinteraksi dalam menentukan kualitas

ekosistem DAS. Setiap komponen
mempunyai sifat yang khas dan berinteraksi
dengan komponen lainnya membentuk
kesatuan sistem ekologis

(ekosistem). Keseimbangan ekosistem akan
terjamin apabila kondisi hubungan timbal
balik antar komponen berjalan dengan baik
dan optimal.

Bagian hulu dan hilir DAS bersama-sama
menentukan  Kkualitas dari suatu DAS.
Berdasarkan siklus hidrologi, bagian hulu
DAS berfungsi sebagai daerah tangkapan air
yang nantinya mengalir ke bagian hilir DAS.
Kemampuan suatu DAS dalam menyerap
(menangkap) air hujan, menyimpan dalam
lapisan tanah dan mengalirkan kembali dalam
bentuk sungai atau aliran bawah permukaan
tanah dipengaruhi tutupan lahan dan tekstur
lapisan tanah. Hutan merupakan salah satu
ekosistem alami yang dapat berperan sebagai
penyimpan air dalam suatu DAS. Fungsi
hidroorologis hutan yang berjalan dengan
baik akan menjaga stabilitas kondisi
hidrologis suatu DAS, sehingga sungai, danau
dan rawa stabil sepanjang tahun. Oleh karena
itu ekosistem hutan terutama di hulu DAS
harus dijaga agar berupa sumberdaya air DAS
dirasakan oleh masyarakat di hilir DAS.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai,
pengelolaan DAS adalah upaya manusia
dalam mengatur hubungan timbal balik antara
sumberdaya alam dengan manusia di dalam
DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud
kelestarian dan keserasian ekosistem serta
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kemanfaatan sumberdaya alam
jia  secara  berkelanjutan.
Jixon dan Easter pada tahun
kan bahwa pengelolaan DAS
sebagai proses formulasi dan
suatu rangkaian kegiatan yang
Jmberdaya alam dan manusia
)JAS dengan memperhitungkan
politik, ekonomi dan faktor-
yang ada di DAS tersebut dan
1k mencapai tujuan sosial yang

1 jumlah DAS yang kritis dari
tu diduga memiliki kaitan erat
estasi dan degradasi hutan.
[7] menyatakan bahwa
aforestasi sejak awal abad 20
nyai peranan yang besar dalam
S. Kondisi ini ditandai oleh
~dan kekeringan yang semakin
ama pada DAS-DAS yang
au Jawa. Pemilik lahan dan
li  hulu DAS mempunyai
t dengan keberadaan hulu DAS
dia berbagai jasa lingkungan
nberdaya air [8]. Tetapi
hutan di hulu DAS mengalai
n degradasi. Hal ini terjadi
‘ena masyarakat di hulu tidak
ompensasi atas manfaat (jasa
ng dihasilkan.

eratnya kaitan antara wilayah
DAS dalam pengelolaan DAS
i, diperlukan  keterpaduan
JAS dari hulu sampai hilir.
yarakat di hulu DAS dalam
/asi sumberdaya hutan sebagai
sa  lingkungan  sepatutnya
\ghargaan (imbal jasa) dari
i hilir sebagai pihak yang
jasa lingkungan.

Lingkungan (1JL) merupakan
ela untuk jasa lingkungan yang
isikan secara jelas yang
eh pengguna (user) kepada
ingkungan atas jasa lingkungan
lisediakan. Skema 1JL

menangkap sebagian dari manfaat yang
berasal dari jasa lingkungan (misalnya : air)
dan menyalurkannya pengelola sumber daya
yang menghasilkan manfaat lingkungan,
sehingga menjadi  insentif mereka untuk
melestarikan sumberdaya alam [8]. IJL juga
mempunyai peluang yang besar untuk
mendanai konservasi [8][9]. Selain itu,
imbal jasa lingkungan ini juga diharapkan
mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di hulu DAS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
mekanisme imbal jasa lingkungan dalam
rangka mendukung pengelolaan DAS terpadu
menuju  kelestarian DAS yang mampu
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.
Kajian dilakukan dengan studi kasus lingkup
DAS Musi wilayah Provinsi Sumatera
Selatan.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan kajian kualitatif
dengan pendekatan studi kasus. Lingkup studi
adalah DAS Musi, terutama dalam wilayah
administrasi Provinsi Sumatera Selatan. Data
penelitian diperoleh dengan wawancara,
observasi dan studi literatur.  Data dari
responden diperolen dengan wawancara
mendalam dengan tokoh kunci. Studi
literatur dilakukan dengan menggali informasi
dari literatur, laporan dan dokumen lainnya.
Validasi data dilakukan dengan teknik
triangulasi  [10]. Analisis data untuk
mengetahui mekanisme imbal jasa lingkungan
DAS Musi dilakukan dengan mengacu pada
analisis  pengembangan institusi  yang
dikembangkan oleh Ostrom [11].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik tutupan lahan di DAS Musi

Tutupan lahan DAS Musi wilayah
Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada
Gambar 1.
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Tutupan Lahan DAS Musi
Tahun 2012

)an lahan DAS Musi wilayah
insi Sumatera Selatan

than wilayah DAS Musi di
atera Selatan sebagian besar
an lahan kering campur, yaitu
).000,33  hektar  (38,79%).
an kering campur tersebar
ruh wilayah DAS Musi mulai
jah sampai hilir. Hutan lahan
der yang tersisa  seluas
«tar (4,12%), sedangkan hutan
rimer seluas 295.990,02 hektar
Tutupan lahan berupa hutan
1er, sekunder, rawa primer dan
cunder seluas 244.159,8 hektar
dapun luas hutan tanaman
548,16 hektar (3,55%). Total
lahan berupa hutan adalah
iektar (15%) dari luas wilayah
itera Selatan. Kondisi tutupan
AS Musi wilayah Provinsi
tan menunjukkan bahwa luas
daerah resapan air kurang dari
1ya luas tutupan hutan sebagai
ngindikasikan degradasi DAS
ja harus diprioritaskan untuk

Ilu DAS Musi di dataran tinggi
I hutan, berupa pertanian lahan
pertanian di hulu DAS Musi
, kebun kopi dan sebagian
.ahan sawah yang dikelola oleh
nende merupakan lahan milik
ng sudah dikelola secara turun
lui  sistem  tunggu tubang.

Tunggu tubang merupakan suatu sistem
pewarisan pada komunitas Semende, dimana
anak perempuan tertua dalam suatu keluarga
mewarisi rumah keluarga dan sawah
[12][13][24]. Sawah di hulu DAS Musi, Sub
DAS Lematang yang dihuni komunitas
Semende merupakan lahan milik yang
diwariskan secara turun temurun dalam
beberapa generasi. Kebun kopi, karet dan
kebun campur lainnya juga merupakan lahan
milik pribadi (private property). Lahan
pertanian lahan kering milik masyarakat non
komunitas Semende di hulu DAS Musi yang
merupakan lahan milik pribadi seperti di
Pagaralam juga dikelola sebagai sawah
maupun kebun campur. Kebun campur antara
kopi dengan tanaman kayu sebagai
pembayang seperti bambang lanang, durian
maupun tanaman buah lainnya lebih banyak
dijumpai apabila dibandingkan dengan
keberadaan tanaman kayu pada kebun kopi
milik komunitas Semende.

Kepemilikan mengindikasikan otonomi
dalam pengambilan keputusan pengelolaan.
Hak akses dan pemanfaatan, pengelolaan,
ekslusif dan hak pengalihan melekat pada hal
milik pribadi atas lahan [15]. Dengan
demikian pemilik lahan memiliki hak untuk
menentukan pilihan atas lahannya, termasuk
untuk menentukan adanya kerjasama dengan
pihak tertentu. Kejelasan kepemilikan akan
memudahkan dalam menentukan skema imbal
jasa lingkungan. Pihak pembayar imbal jasa
lingkungan akan lebih mudah memutuskan
bentuk kegiatan yang didanai melalui
mekanisme imbal jasa lingkungan (contoh :
investasi pada pohon di lahan masyarakat)
karena mengetahui jaminan keamanan
investasi maupun efisiensi manajemen [16].

Peraturan Perundangan dan Non Formal
Terkait dengan Imbal Jasa Lingkungan
Peraturan perundangan terkait dengan
keterlibatan para pihak dalam pengelolaan
DAS dan instrumen dalam rangka imbal jasa
lingkungan menuju pengelolaan DAS secara
terpadu disajikan pada Tabel 1. Selain
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ndangan yang ditetapkan oleh
ardapat aturan yang berlaku
onal di masyarakat terkait
olaan DAS (terutama air) dan
enis imbal jasa lingkungan.

oerundangan dan aturan non formal terkait
1 lingkungan di DAS Musi

‘undangan Kaitan

ahun 1999  Pemanfaatan jasa lingkungan
utanan jo pada hutan lindung dan hutan
thun 2004  produksi (pasal 30)
ahun 2007 Insentif/disinsentif pada
Penataan  pemanfaatan ruang yang
sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah (pasal 38 ayat
1), yang berupa insentif
penghargaan pada
masyarakat, swasta atau
pemerintah daerah (pasal 38
ayat 2, 4, 5)
hun 2007 Pemanfaatan hutan dapat
a Hutan berupa pemanfaatan jasa
nyusunan  lingkungan (pasal 17 ayat 2)
:ngelolaan  dapat dilakukan pada hutan
serta  konservasi, hutan lindung
Hutan jo dan hutan produksi (pasal
1n 2008 18), kegiatan pemanfaatan
jasa lingkungan (pasal 23,
25, 31 dan 33)
ahun 2009 Pengembangan instrumen
lindungan ekonomi dan pengakuan
:ngelolaan  terhadap mekanisme pasar
Hidup (pasal 42, pasal 43)
wn tahun  Peran para pihak,
tentang  pengembangan kelembagaan
DAS dan sumber dana dalam
penyelenggaraan pengelolaan
DAS (pasal 39, 40, 37)
thun 2016  Hak dan kewajuban
'gusahaan  pemegang ijin pengusahaan
Air air, ijin pengusahaan air
tanah
Provinsi  Pengelolaan DAS  Musi
latan No. secara terpadu (pasal 28,
29,30)
ional Aturan pengelolaan siring
pada komunitas Semende

g diterbitkan oleh pemerintah
1 mekanisme imbal jasa
igi  bagian hulu DAS yang
jasa lingkungan sumberdaya
mikian, peraturan daerah yang

membahas mekanisme imbal
in lingkup DAS Musi belum
aturan daerah yang dapat
1an  studi  untuk menyusun
rah terkait mekanisme imbal
an antara lain adalah Perda
n No. 8 tahun 2003 tentang
I Pemanfaatan  Air dan

Keputusan Kepala Bapedal Provinsi Banten
No0.01/SK-FKDC/11/2007 tentang revisi
juknis pengelolaan jasa lingkungan di DAS
Cidanau.

Aturan pada tataran masyarakat lokal
antara lain ada di Desa Danau Gerak dan
Desa Pelakat, Kecamatan Semende Darat Ulu
(SDU). Aturan pengelolaan irigasi (siring)
tersebut mencantumkan mekanisme
pembayaran atas penggunaan air untuk setiap
pembangunan turbin Pembangkit Listrik
Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di saluran
irigasi. Pembayaran dilakukan sekali, pada
saat awal pembangunan PLTMH. Keberadaan
pengetahuan  ekologi  tradisional  yang
diwujudkan dalam aturan lokal menjadikan
masyarakat komunitas Semende memiliki
mekanisme sosial konservasi hutan yang
menunjukkan kinerja pengelolaan hutan
lindung yang lebih baik apabila dibandingkan
dengan kawasan konservasi yang dikelola
oleh negara [14].

Situasi aksi dan kelembagaan kemitraan
hulu-hilir di DAS Musi

Parapihak yang terkait dengan pengelolaan
dan pemanfaatan DAS Musi dapat
dikelompokkan dalam 3 kelompok besar,
yaitu regulator, operator dan user [17][18].
Kelompok regulator terdiri dari gubernur dan
bupati atau walikota. Kelompok operator
terdiri dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai (BP DAS) Musi, Balai Konservasi
Sumberdaya Alam (BKSDA) Sumatera
Selatan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas
Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas
Peternakan, Dinas Perikanan dan Perguruan
Tinggi. Pengguna (user) terdiri dari
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),
Perusahaan Listrik Negara (PLN), serta dunia
usaha yang memanfaatkan air. Selain itu
ketiga kelompok tersebut, terdapat organisasi
non pemerintah dan forum koordinasi DAS.
Forum koordinasi DAS berfungsi sebagai
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itara para pihak yang terlibat
laan DAS (operator, regulator
ana hubungan forum koordinasi
angan pemangku kepentingan
asarnya bersifat konsultatif dan

aan kemitraan hulu-hilir di
dolaan air DAS Musi belum
nun di Sumatera Selatan sudah
m koordinasi DAS Musi yang
1sarkan SK Gubernur Sumatera
r 818/KPTS/IV/2010 tentang
Forum DAS jo Keputusan
Sumatera Selatan No.
{UT/2015 tentang perubahan
Koordinasi Pengelolaan DAS
atan dapat berperan seperti
DAS Cidanau. Forum DAS
tan dapat memainkan peranan
1 menjembatani para pihak
lolaan DAS Musi sehingga
1a imbal jasa lingkungan yang
terapkan di DAS Musi.

kemitraan  Imbal  Jasa
ntuk DAS Musi
:a  Lingkungan  mempunyai
shihan sehingga mempunyai
diterapkan dalam pengelolaan
IJL  mengajarkan  kepada
asa  mengenai  nilai  jasa
relalui  pembayaran moneter
kasikan bahwa 1JL berpotensi
1 pembiayaan berkelanjutan.
apat menggunakan pembiayaan
untuk membantu memastikan
ingan jangka panjang. IJL juga
lakan  untuk  mendongrak
1g disediakan oleh pemerintah
jai hasil yang lebih besar.
lam perancangan IJL menjadi
sertaan masyarakat dan swasta
upa sehingga memperbesar
a lingkungan.

DAS Musi dapat dicapai
lolaan secara terpadu dengan
luruh pemangku kepentingan

dan harmonisasi antara hulu dan hilir DAS.
Kemitraan Pembayaran Jasa Lingkungan
(PJL) di DAS Cidanau dapat dijadikan contoh
dalam perumusan imbal jasa lingkungan DAS
Musi. Sebagaimana PJL pada DAS
Cidananu, Skema PJL yang diterapkan di
DAS Musi sebaiknya mengacu pada yang
merupakan standar internasioanl  yaitu
Assesement criteria the regional forum on
payment schemes for environmental service in
watershed (2003) [19]. Terdapat 5 kategori
yang harus ada dalam skema PJL yaitu
konteks, aktor/pelaku, pembayaran dan sistem
pembiayaan, pelaksanaan dan perencanaan
skema, monitoring dan tindak lanjut.

Kelembagaan kemitraan antara masyarakat
di hulu dengan parapihak yang memperoleh
manfaat perlu dirumuskan agar tercapai
kelestarian DAS Musi dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan
kemitraan yang diperlukan adalah
kelembagaan kemitraan dengan
memperhatikan seluruh aspek kelembagaan
yang akan mempengaruhi arena aksi dan
perilaku aktor serta dapat menghasilkan
performa kelembagaan kemitraan yang baik.

Kerangka analisis pengembangan institusi
(Institutional ~ Analysis  Development/IAD)
digunakan untuk perumusan kelembagaan
kemitraan [11]. Penyusunan kerangka IAD
dengan menelusuri faktor eksogen (kondisi
biofisik atau material, atribut komunitas dan
aturan main) yang mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh situasi aksi dan aktor pada
kelembagaan kemitraan hulu - hilir di DAS
Musi sehingga dapat dicapai performa
pengelolaan sumber daya alam yang baik
(Gambar 2).
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5EN ARENA AKSI
DAS MUSI
ial SITUASI AKSI
sagai - UL :  insentif  untuk
jasa melindungai hulu DAS PERFORMA
- Sanksi ) KELEMBAGAA
Juran - Basis : kelompok tani N KEMITRAAN
- Mekanisme pembayayan
— L Kriteria evaluasi
1S Q 1. Biaya transaksi
le di AKTOR minimal
Z"nl;s; 1. Penyedia jasa : petani Outcomes 2. Penghargaan sesuai
arian 2. Pemanfaat jasa (user) : 1 KeIestarlan_DAS pengorbanan
PDAM, industri dengan peningkatan
ngan 3. Regulator : Pemerintah daerah tangkapan air
yang 4. Fasilitator,evaluator, 2. Kesejahteraan
nggi pengawas : Forum DAS masyarakat meningkat
hulu Simeel
irkan
an A / \
Tercapai I Tidak Tercanai
knis m—
ngan 0 G
turan Lesson learn Perlu perbaikan

Gbr 2. Kerangka IAD kelembagaan kemitraan hulu hilir DAS Musi
(Dimodifikasi dari Ostrom, 2008)

an kemitraan hulu-hilir DAS
pengelolaan  terpadu  dan
S dengan mengacu pada IAD
lkan perumusan dan tindak
t bekerja sesuai dengan tujuan
1. Dukungan para pihak baik
tor, user, maupun fasilitator
In agar semua input data dan
liperlukan dapat diketahui dan
1gan baik

1 imbal jasa lingkungan oleh
nanfaat dari hilir DAS dapat
ktivitas  konservasi  yang
nasyarakat di hulu DAS Musi
yang lebih menarik bagi para
Igan penggunaan lahan di hulu
kan mendorong mereka untuk
ekanisme IJL. Pembayaran
wungan harus jelas, lebih dari
t tambahan bagi para pihak
an lahan alternatif

Imbal Jasa Lingkungan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat

Pendekatan  imbal jasa  lingkungan
(Payment for Environment Services/PES)
dikonseptualisasikan ~ sebagai  mekanisme
untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan
sumber daya alam, bukan sebagai mekanisme
pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian
banyak pula yang berpendapat bahwa L
juga dapat berdampak positif terhadap
kemiskinan[9] [8].

IJL  dapat  berkontribusi  terhadap
pengurangan kemiskinan utamanya dengan
adanya pembayaran imbal jasa itu sendiri,
terutama bagi pemilik lahan yang miskin.
Mekanisme manfaat ini merupakan pola
umum pada kegiatan-kegiatan yang didanai
olen Bank Dunia. Program Rewarding the
Upland Poor for Ecosystem (RUPES) di Asia
merupakan contoh dari dampak positif 1L
untuk pengurangan kemiskinan [8].
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angan  beberapa  anggota
jgelola siring pada komunitas
hulu DAS Musi

an bahwa mereka setuju saja
IJL  meskipun sebenarnya
k terlintas dalam pemikiran
melakukan konservasi hutan
Harapan mereka, apabila 1JL

lereka  dapat  merasakan
:ngan adanya peningkatan
Pembayaran IJL pada

apkan dapat berfungsi seperti
ntuk mendukung peningkatan
an pembangunan infrastruktur
an kesejahteraan masyarakat
i yang merupakan hulu DAS

AN

imbal jasa lingkunga oleh para
aat dari hilir DAS dapat
tivitas  konservasi - sebagai
oih menarik bagi para pihak
enggunaan lahan di hulu DAS
mendorong mereka untuk
ekanisme ini. Pembayaran
ungan harus jelas, lebih dari
t tambahan bagi para pihak
junaan lahan alternatif.
al jasa lingkungan tidak
khusus untuk meningkatkan
masyarakat  tetapi  dalam
nekanisme ini dapat berperan
tkan kesejahteraan masyarakat
usi. Pendekatan pembayaran
1 kepada masyarakat yang
nengelola hulu DAS dapat
meningkatkan kesejahteraan
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